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Perlunya kerja sama dan saling menyadari bahwa Upaya
dan Strategi Untuk Peningkatan Indeks Pembangunan
Gender merupakan tanggung jawab bersama

Pembuatan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor: 21 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Pembuatan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
,No : 7 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Forum Data
Terpilah Gender Kabupaten Kotawaringin Barat

Pembuatan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin
Barat,No.8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten
Kotawaringin Barat



Pembuatan Surat Keputusan Bupati No:9 Tahun
2019 Tentang Pembentukan Tim Driver
Pengarusutamaan Gender Kabupaten
Kotawaringin Barat.

Melakukan Pelatihan Pendampingan Penyusunan
Program Kegiatan SKPD Berbasis Gender Tahun
2019 yang kerupakan Tahun ke 2,dimana setiap
tahun diikuti oleh 10 SKPD,2 tahun jadi 20 SKPD

Melakukan Sosialisasi Gender dan KKG di
Kecamatan,yang mana tahun 2019 ini di
Kecamatan Pangkalan Banteng

Melaksanakan Pelatihan/Workshop Pendidikan
Politik Perempuan

Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan



Melaksanakan Pelatihan Manajemen Usaha Bagi
Organisasi Perempuan

Pembentukan Forum Partisipasi Publik Untuk
Kesejahteraan Perempuan Dan Anak



SASARAN DAN TARGET RPJMD

TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK




A. KABUPATEN/KOTA LAYAK

ANAK

« Kabupaten/Kota Layak Anak Adalah
Kabupaten/ Kota Yang Mempunyai
Sistem Pembangunan Berbasis Hak
Anak Melalui Pengintegrasian
Komitmen Dan Sumber Daya
Pemerintah, Masyarakat Dan Dunia
Usaha  Yang  Terencana Secara
Menyeluruh Dan Berkelanjutan Dalam
Kebijakan, Program Dan Kegiatan
Untuk Menjamin Terpenuhinya Hak
Anak. (Permen PPPA RI Nomor 11
Tahun 2011)




SASARAN TAHUN 2018 DAN CAPAIAN 2019

Di dalam RPJMD Sasaran Tahun 2018 adalah
Nilai Pratama Dengan Skor 501 S/D 600

Capaian tahun 2018 yang dinilai tahun 2019 mendapatkan Skor
570,05 Namun dari Verifikasi Tahap Penilaian Mandiri ada
pengurangan skor dari Kementerian PPPA RI menjadi 460

Di tahun 2020 target RPJMD mendapat Nilai Madya 601 s/d
700 sehingga skor yang harus dipenuhi minimal 300 poin lagi,
agar pada saat Verifikasi Tahapan Penilaian Mandiri jika ada
pengurangan Skor masih bisa bertahan pada nilai Madya




C. PENYEBAB TARGET TIDAK TERPENUHI

Di setiap SOPD/Instansi belum bisa memenuhi jawaban dari
pertanyaan Evaluasi KLA

Di setiap SOPD/Instansi masih kurang peduli pada tugas dan
tanggung jawab bahwa KLA adalah merupakan tangung
jawab bersama dan kerjanya juga harus bersama — sama

dan Dinas P3AP2KB merupakan fasilitator dalam pengisian
'Evaluasi KLA.

Belum adanya kerjasama antar Perangkat Daerah, Lembaga
Masyarakat, Dunia Usaha dan Media dalam Pengembangan
dan penyebarluasan mengenai KLA




E. 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

21. Korban 4. Akta Kelahiran
Kekerasan & 5. Informasi Layak Anak 7. Perkawinan Anak
Eksploitasi 6. Partisipasi Anak 8. Lembaga Konsultasi bg
22, Korban Ortu/Keluarga
Pornografi & 9. Lembaga Pengasuhan
Situasi Darurat Alternatif
23. Penyandang e 10. PAUD-HI
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1. Perda KLA; 2. Terlembaga KLLA; 3. Keterlibatan Masyarakat, Dunia Usaha & Media



DINAS P3AP2KB

2

KELEMBAGAAN

KLASTER 1

82,00

HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL

DINAS
PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA,
STATISTIK, DAN
PERSANDIAN

DINAS P3AP2KB

11

23,50

125
33,00

48,00

18,00

1,50

7,00

12,00




.
Tercapai

KLASTER 2 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN
ALTERNATIF

DINAS
KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL 28,00 17,00

KEMENTERIAN
AGAMA

DINAS SOSIAL 17,00 13,00

DINAS P3AP2KB 22,00 13,00

180
DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

DINAS PEKERJAAN 13,50 12,5
UMUM DAN
PENATAAN RUANG

DINAS
PERHUBUNGAN 7,50 16,5

15,00 5,00

12




.
Tercapai

KLASTER 3 KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS 59,00 66,00

RSUD 150

DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN 15,00 10,00
PENATAAN RUANG

KLASTER 4 PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN
o KEGIATAN BUDAYA

DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
42,50 12,50
DINAS PARIWISATA
130
DINAS LINGKUNGAN
HIDUP

DINAS P3AP2KB

36,00 39,00

13




.
Tercapai

KLASTER 5 PERLINDUNGAN KHUSUS

DINAS P3AP2KB 20,00 15,00

PENGADILAN
NEGERI

KEJAKSAAN NEGERI
17,00 36,00
BAPAS

KEPOLISIAN 215
DINAS SOSIAL

BNNK
BPBD 31,30 95,70

DINKES/PUSKESMAS
/ RSUD

KECAMATAN 25 o 25

DESA/KELURAHAN
TERKAIT

Dinas P3AP2KB

DESA/KEL
75 52,00 23,00

14




G. INDIKATOR YANG BELUM TERCAPAI DI SEMUA
SOPD/ INSTANSI TERKAIT

1. BEBERAPA PERATURAN DAERAH/PERATURAN BUPATI /SURAT
EDARAN BUPATI YANG BELUM TERBENTUK DI SETIAP SOPD
2. PERSENTASE ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK
KEGIATAN DI SETIAP SOPD BELUM TERLAMPIR
3. PERLUNYA PENAMBAHAN SUMBER DAYA TERLATIH KONVENSI
HAK ANAK
4. BELUM SEPENUHNYA KETERLIBATAN FORUM
ANAK/KELOMPOK ANAK DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI
KOTAWARINGIN BARAT
5. KEMITRAAN ANTAR SOPD DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM
PENGEMBANGAN KLA BELUM MAKSIMAL
6. KEMITRAAN LEMBAGA MASYARAKAT DENGAN INSTANSI
TERKAIT DALAM PROSES PENGEMBANGAN KLA BELUM
TERWUJUD
7. KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA DENGAN INSTANSI
TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN KLA BELUM TERWUJUD
8. KEMITRAAN DENGAN MEDIA DENGAN INSTANSI TERKAIT
‘\ DALAM PENYEBARAN INFORMASI KLLA BELUM MAKSIMAL
9. INOVASI DALAM PENGEMBANGAN KLA DI SETIAP SOPD BELUM
TERBENTUK




H. ADAPUN BEBERAPA CONTOH INDIKATOR YANG BELUM
TERPENUHI

" 1. Apakah tersedia peraturan/kebijakan daerah terkait dengan layanan

Informasi Layak Anak (ILA)?

2. Apakah tersedia layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA)/ sejenisnya?

3. Apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan
kebijakan/program/kegiatan terkait dengan Sekolah Ramah Anak?

4. Apakah ada kemitraan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah
(SOPD) dalam pencegahan perkawinan anak? Sebutkan SOPD yang
berperan pada catatan!

5. Apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat (LM) dalam
penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)?

6. Apakah ada kemitraan dengan dunia usaha (DU) dalam penyediaan
RBRA?

7. Apakah ada kemitraan media dalam pencegahan dan penanganan
masalah gizi?

8. Apakah ada program inovasi pengembangan PAUD-HI?

9. Apakah ada keikutsertaan Forum Anak/sejenisnya dalam pencegahan
dan penanganan masalah gizi?




1. UPAYA MEMPERCEPAT PENCAPAIAN TARGET KLA 2019
UNTUK PENILAIAN 2020, SBB :

”1. Perlunya kerjasama dan saling menyadari bahwa KLA adalah

merupakan tanggung jawab bersama.

2. Transparansi data sehingga lebih jelas dan lengkap agar dapat

menjawab pertanyaan.

3. Terutama untuk SOPD yang mendapat banyak pertanyaan di
Evaluasi KLLA agar dapat memenuhi jawaban dan juga
dilengkapi data — datanya.

Lampiran data harus benar — benar di penubhi.

Adapun yang belum dibuat disetiap SOPD segera di buat supaya

segera dapat mencapai target KLA.

6. Dimohon dengan hormat kepada Kepala SOPD/Instansi Terkait
yang masuk dalam Gugus Tugas KLA Kabupaten Kotawaringin
Barat agar dapat berperan aktif dalam rapat-rapat koordinasi.
Di informasikan setelah kegiatan RAKORDAL ini untuk
melaksanakan rapat lanjutan mempersiapkan Evaluasi KLA
tahun 2020.
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DAFTAR SOPD/INSTANSI YANG TERLIBAT SATGAS KLA DAN

BERPERAN MENGSUKSESKAN KLA :

Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan
Anak Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga
Berencana

Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil

Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan Daerah

. Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik Dan
Persandian

Dinas Sosial

Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan

Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Ketenagaker jaan

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Dinas Perhubungan
Dinas Kesehatan
Dinas Pariwisata
Kementerian Agama
Pengadilan Neger:i
Kejaksaan Negeri
BAPAS

Kepolisian

BNNK

BPBD

Rumah Sakit
Puskesmas




K. Evaluasi KLLA di1 tahun 2020:
TANGGAL-TANGGAL PENTING

11-15 Maret 2020-> Pelatihan 5 Batch
16 Maret 2020-> Pengiriman Aplikasi via Web

16 Maret - 5 April 2020 -> TAHAP |: PENILAIAN MANDIRI:
Penginputan Data oleh masing-masing daerah

5 April 2019 jam 23.59 WIB - Penginputan Data ditutup

%5__— 20 April 2020 > TAHAP I1I: VERIFIKASI ADMINISTRASI oleh
Im

21 April-30 Juni 2020-> TAHAP lII: VERIFIKASI LAPANGAN

olenh Tim

1-22 Juli 2020> TAHAP IV: VERIFIKASI FINAL

23 Juli 2020-> Pengumuman Hasil Akhir

23 Juli 2020-> HAN 2020-> Penyerahan PENGHARGAAN KLA
2020



L. TAHAPAN PENILAIAN KLA

KLA
Utama r
N| n dya 900-1000
Mad yaA 801-900
Pratama ZOEAnT
Inisiasi 601-700

Start r 500-600
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